
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR 357 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 I ayat (6)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

Walikota.

b. bahwa untuk memberikan panduan egar terdaPat

mekanisme yang sama dalam persyaratan pencalonan

untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah

Tahun 2O24;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

Tengah tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah

Tahun 2O24.

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Menimbang
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Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

UndangUndang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umtrm Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O19 Nomor 32O) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah

terakliir dengrirr Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2O23 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O21

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

Komisi PemilihEin Umum Provinsi, dam Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2l Nomor 784) sebagaimana tela-h

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2O2l ter.:talrg Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata



Memperhatikan : 1.

2.

3.

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Pror"insi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2l Nomor 15O5);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahur. 2024

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O24 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6O);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahurr 2024

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 345).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1O60 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 terrtang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabuPaten Mamuju

Tengah Nomor 2O0 Tahun 2O24 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahturr 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

Tengah Nomor 2O9 Taht:rr 2O24 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mamuju Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
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Menetapkan

KESATU

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten

Mamuju Tengah Nomor 297 / PL.O2.2-BA / 7 606 I 2 I 2024

Tanggal 6 Agustus 2024 tertangPersyaratan Pencalonan

untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah

Tahun2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN

PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN

PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024.
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Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Memperoleh paling sedikit 2Oo/" (dta puluh persen) dari

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Mamuju Tengah hasil Pemilitran Umurn Tahun

2024; atatu

b. Memperoleh paling sedikit 25olo (dua puluh lima persen)

dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Mamuju Tengah hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Partai Politik atau Gabungan Partai Pottik mengusulkan

Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan

memperoleh paling sedikit 25% (dua ptrluh lima persen)

dari akumulasi perolehan suara sah, berlaku bagi Partai

Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan

Rat<yat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah hasil

Pemilihan Umum Tahun 2024.



KEDUA

KE-TIGA

Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

a. Menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 2oolo

(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD: jumlah kursi

Dewan Perwakilan Ra}yat Daerah Kabupaten Mamuju

Tengah hasil Pemilu Tahun 2024 x 2Oo/o (dua puluh

persed) = 25x20/lOO = 5 (lima) kursi;

b. Menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25%

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara

sah: jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju

Tengah Tahun 2O24 x 25olo (dua puluh lima persen) =

8O.056 x 25/lOO = 2O.Ol4 (dua puluh ribu empat belas)

suara sah.
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Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

dapat mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati pada Pemilihan Tahun 2O24 sebagaimana DiLtum

KEDUAyaitu:

a. Memperoleh paling sedikit 5 (lima) kursi Dewan

Perwakilal Ralryat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

atau

b. Memperoleh Suara Sah paling sedikit 20.014 (dua puluh

ribu empat belas) dan berlaku bagi Partai Politik yang

memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Mamuju Tengah hasil Pemilihan Umum Tahun

2024;

c. Perolehan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan suara sah

sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan pada

penetapan KPU Kabupaten Mamuju Tengah atas hasil

Pemilihan Umum Tahun 2024.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo

pada Tangga-l 6 Agustus 2O24

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan isinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Subbagian Hukum dan SDM

ARSYAD

ALAMSYAH
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